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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Pengaruh transparansi
terhadap kinerja keuangan daerah pemerintahan Kota Padang. 2) Pengaruh transparansi dan
kinerja keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada pemerintahan Kota Padang. Jenis
penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausatif. Populasi penelitian adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang yang berjumlah 42 SKPD yang terdiri
dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat. Teknik analisis data digunakan
adalah analisis jalur dengan pengujian uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menemukan bahwa :
1) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah
Kota Padang. Semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan akan
meningkatkan kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kota Padang. 2) transparansi dan
kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada
pemerintah daerah Kota Padang. Semakin tinggi tingkat transparansi dan diddukung oleh
kinerja keuangan daerah yang tinggi pula tentunya akan meningkatkan akuntabilitas publik
pada pemerintah daerah Kota Padang.

Kata Kunci : Transparansi, Kinerja Keuangan Daerah, Akuntabilitas Publik

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze: 1) The effect of transparency on the financial
performance of government area of Padang. 2) The effect of transparency and financial
performance of public accountability in the governance of the city of Padang. This type of
research is quantitative research that is causative. The study population was working units
(SKPD) of Padang, amounting to 42 SKPD which consists of the Department, Agency, Office,
District and Inspectorate. The data analysis technique used is path analysis to test F test and
t test. Results of the study found that: 1) Transparency significant effect on the financial
performance of the government of Padang. The higher the level of transparency in financial
management will improve the financial performance of the government of Padang. 2)
transparency and financial performance of a significant effect on public accountability in the
local government of Padang. The higher level of transparency and diddukung by the financial
performance of the high anyway will certainly increase public accountability in the local
government of Padang.

Keywords: Transparency, Performance Local Finance, Public Accountability
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam wacana otonomi daerah, akuntabilitas publik merupakan kata kunci.
Tuntutan dilakukannya akuntabilitas publik karena masyarakat menghendaki
pemerintah sebagai pengemban amanat bertanggung jawab atas Kinerja yang telah
dilakukannya akan berkewajiban mengelola dana masyarakat dalam rangka
menjalankan pemerintahnya. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana
masyarakat dengan baik maka pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah
haruslah berorientasi pada kinerja dengan memperhatikan konsep value for
money.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi
informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak
untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Dalam good
governance akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan
tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah. Akuntabilitas secara filosofi
timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan
kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka
mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Menurut Mardiasmo (2006:80) akuntabilitas publik adalah kewenangan

pihak pemegang amanah (agent) memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,



melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia
dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga
publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk
kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara
periodic.

Untuk mewujudkan akuntabilitas publik dalam hal keuangan daerah salah
satu cara yang ditempuh adalah dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk
menyusun suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan
melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Dengan pelaksanaan tersebut
maka publik dapat mengetahui kinerja keuangan dari pemerintah daerah serta
akuntabilitasnya. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk
menciptakan akuntabilitas publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja
financial pemerintah daerah.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa pada
pemerintah Kota Padang terlihat beberapa fenomena-fenomena akuntabilitas

publik diantaranya :



1. Program dan kegiatan belum terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan,
seperti terlambatnya pelaksanaan tender atau pelelangan pengadaan barang
dan jasa untuk program dan kegiatan di SKPD. Dimana terlihat bahwa adanya
pimpinan instansi yang tidak tegas sehingga berpengaruh terhadap komitmen
stafnya dalam menyelesaikan program dan kegiatan, selanjutnya juga terlihat
bahwa masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang
seperti pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan latar belakang
pendidikannya.

2. Permasalahan lain yang terlihat bahwa pemerintah daerah belum
terlaksananya dengan baik pemberian penghargaan atau hukuman atas kinerja,
dimana masih ditemukan ketidakjelasan antara wewenang dan tanggung
jawab seperti Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah
(PPK-SKPD) dengan bendahara dikarenakan karena kurang memahami tugas
pokok dan fungsi masing-masing dan belum optimalnya penggunaan data
secara menyeluruh dan lengkap sehingga mengakibatkan kurang tercapainya
kinerja dengan baik karena sering terlambat penyampaian SPJ yang
berdampak pada proses pelaporan kinerja sering kali terlambat.

Relatif rendahnya rendahnya akuntabilitas publik pada pemerintah daerah

Kota Padang diduga atau disebabkan oleh banyak faktor. Penulis menduga bahwa

faktor yang berkemungkinan paling dominan mempengaruhi akuntabilitas publik

adalah transparansi dan kinerja keuangan daerah. Logikanya, semakin tinggi



tingkat transparansi dan diddukung oleh kinerja keuangan daerah yang tinggi pula
tentunya akan meningkatkan akuntabilitas publik pada pemerintah daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda
pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial ~masyarakat wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai
apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.
Dari laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diperoleh sejauhmana Kinerja
keuangan pemerintah daerah, apakah sudah transparan dan akuntabel. Kewajiban
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Kkinerjanya dengan sendirinya
dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil
program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok
masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan
keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan
kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga kinerja
keuangan daerah akan menjadi lebih baik. Pertama, akuntabilitas karena dengan
adanya standar akuntansi pemerintahan tersebut, pengungkapan efektivitas dan
efisiensi APBN/APBD  menjadi  bersifat  kredibel dan  dapat
dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar

akuntansi pemerintahan, BPK menjadi lebih mudah menemukan tempat-tempat



sembunyi korupsi. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam
mengelola keuangan daerah, maka publik akan lebih mudah mengetahui
penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan begitu
pemerintah akan berusaha untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah yang
dihasilkan akan menjadi lebih baik.

Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang
digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara
langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri),
maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Pola
pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horizontal di
mana pemerintah daerah bertanggung jawab baik terhadap DPRD maupun pada
masyarakat luas (dual horizontal accountability). Namun demikian, pada
kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan
pertanggungjawabannya kepada DPRD dari pada masyarakat luas.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.
Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap
aktivitas yang dilakukan. Transparansi atau keterbukaan yang sangat diperlukan
oleh publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang
harus didukung oleh sistem akuntansi pemerintah yang mampu menyediakan
informasi untuk tujuan pertanggungjawaban (stewardship and accountability),

mengontrol dan pengawasan/pengendalian manajemen pemerintah daerah.



Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-
kebijakan keuangan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR/DPRD dan
masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan
horizontal accountability antara pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga
tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif
terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Namun dari pengamatan awal yang penulis lakukan diketahui bahwa masih
rendahnya tingkat transparansi pemerintah Kota Padang dalam mengelola
keuangan daerah dengan adanya indikasi sebagai berikut :

1. Tidak adanya pengumuman kebijakan anggaran yang disusun oleh masing-
masing SKPD

2. Dokumen anggaran tidak tersedia pada masing-masing SKPD

3. Laporan pertanggungjawaban disampai tidak tepat waktu

4. Belem terakomodasinya suara/usulan rakyat dalam kebijakan anggaran

5. Belem sistem pemberian informasi yang jelas kepada Publio sehingga
masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai kebijakan
anggaran keuangan yang disusun oleh pemerintah

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa idealnya pemerintah daerah harus
memiliki kinerja yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat
mewujudkan good governance dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.



Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan berkaitan dengan
kinerja pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Padang, fenomena
yang terjadi pada mekanisme penyusunan KUA Kota Padang antara lain; masih
belum sama pemahaman SKPD, DPRD tentang KUA dan kaitanya dengan
dokumen perencanaan lain sehingga belum terjadi keselarasan antara Renja yang
diajukan oleh masing-masing SKPD dengan dokumen perencanaan sebelumnya
seperti RPJM. Hal yang sama juga terjadi pada tahap pembahasan pada lembaga
legislatif daerah (DPRD) Kota Padang yakni perumusan KUA berisikan daftar
keinginan dari masing-masing anggota DPRD yang cenderung tidak berpedoman
pada RPJM vyang telah ditetapkan sebelumnya baik dalam bentuk kegiatan
maupun waktu pelaksanaan kegiatan. Penetapan KUA masih sarat dengan
tekanan politis baik dari top management maupun dari legislatif, sehingga
penetapannya belum objektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya dari hasil observasi yang penulis lakukan terhadap 15 SKPD
yang ada di Kota Padang melalui wawancara dengan pihak yang mewakili SKPD
masing-masing 3 orang didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Fenomena Kinerja Keuangan Daerah Kota Padang

No Permasalahan Jumlah | Persentase
1 | Pendistribusian sumber daya (input) dalam

) 9 20.00
melakukan pengelolaan keuangan tidak merata
2 | Relatif rendahnya tingkat efisien dan ekonomis
pelaksanaan kegiatan organisasi
3 | Output dari program dan kegiatan dalam
pengelolaan keuangan kurang sesuai dengan yang 8 17.78
diharapkan

11 24.44




4 | Outcomes dari program dan kegiatan sering kali
X L - 10 22.22
tidak menjadi perhatian

5 | Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
SKPD kurang dapat mencapai hasil yang 7 15.56
diharapkan

Dari data di atas terlihat bahwa kinerja keuangan daerah Kota Padang masih
jauh dari yang diharapkan yaitu adanya inidikasi sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pendistribusian sumber daya (input) dalam melakukan
pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan suatu program dan kegiatan
kurang dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Tingkat efisien dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi juga belum
terlaksana dengan baik sehingga kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi
kegiatan belum tercapai sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadi
pembengkakan biaya dalam melaksanakan kegiatan dan program yang
tentunya akan menurunkan kinerja pengelolaan keuangan.

3. Output dari program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan terkadang
tidak sesuai dengan yang diharapkan dan ada kalanya dalam pelaksanaannya
tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga hal ini memperburuk citra
pemerintahan Kota Padang di mata publik dalam melakukan pengelolaan
keuangan, kemudian permasalahan lainnya yaitu ada output yang dihasilkan
tidak berfungsi secara optimal seperti absen sidik jari sudah dibeli tapi sampai

saat ini belum juga dioperasikan



4. Banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat bahwa outcomes dari
program dan kegiatan sering kali tidak menjadi perhatian sehingga output
yang dihasilkan tidak terpakai.

5. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kurang dapat mencapai
hasil sebagaimana yang diharapkan dari program tersebut.

Fenomena di atas menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam
melaksanakan program-program yang telah dirancang. Sehingga masyarakat pun
menuntut pemerintah dan pihak-pihak terkait agar dapat transparan dan akuntabel
dalam menjalankan program dan kegiatan yang berguna untuk kesejahteraan
rakyat

Dari fenomena tersebut dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah
Daerah masih banyak yang harus dibenahi. Banyak program-program kegiatan
pemerintah yang belum berjalan dengan efektif. Untuk itu sangat diperlukan
akuntabilitas serta transparansi agar program dan kegiatan yang dilaksanakan
pemerintah tersebut dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah selaku lembaga
perwakilan dari masyarakat seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan
akuntabel dalam mengelola keuangan daerah agar keinginan dan
pertanggungjawabannya kepada masyarakat dapat terpenuhi. Kinerja keuangan
daerah ini harus dapat lebih ditingkatkan demi terciptanya kemajuan
kesejahteraan secara nyata dengan bekerja keras, dan menciptakan komunikasi

tanpa curiga dengan masyarakat (publik).
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Berdasarkan uraian di atas dan pentingnya transparansi dan akuntabilitas
publik dalam kinerja keuangan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian ini dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Kinerja Keuangan

Daaerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota Padang”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah maka permasalahan
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Sejauhmana pengaruh transparansi terhadap Kkinerja keuangan daerah
pemerintahan Kota Padang?
2. Sejauhmana pengaruh transparansi dan kinerja keuangan daerah terhadap

akuntabilitas publik pada pemerintahan Kota Padang?.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok, maka secara spesifik
penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Pengaruh transparansi terhadap Kinerja keuangan daerah pemerintahan Kota
Padang
2. Pengaruh transparansi dan kinerja keuangan daerah terhadap akuntabilitas

publik pada pemerintahan Kota Padang.
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D. Manfaat Penelitian
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini
diharapkan dapat berguna:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur
mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas publik dalam Kkinerja
keuangan daerah.

2. Bagi akademis, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.

3. Bagi Pemerintah, sebagai masukan dalam mewujudkan kinerja keuangan

daerah yang baik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya
maka dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kota Padang. Semakin
tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan
kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kota Padang. Penelitian ini juga
menemukan bahwa transparansi dan kinerja keuangan daerah berpengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah daerah Kota Padang.
Semakin tinggi tingkat transparansi dan diddukung oleh kinerja keuangan
daerah yang tinggi pula tentunya akan meningkatkan akuntabilitas publik pada

pemerintah daerah Kota Padang.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dirumuskan
saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik menjadi lebih baik secara khusus
harus dilakukan perbaikan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan
perlu ditingkat kinerja pengelolaan keuangan daerah. Upaya yang dapat
dilakukan berupa :

a. Semua SKPD harus memprioritas penggunaan anggaran untuk
kegiatan-kegiatan yang mendesak dan dibuthkan oleh masyarakat

banyak
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b.

C.
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Semua SKPD harus harus menyediakan informasi secara lengkap
mengenai keuangan daerah yang digunakan dalam melaksanakan
kegiatan dan program agar pihak-pihak terkait dapat mengakses
laporan keuangan pemerintah daerah

Pemerintah daerah Kota Padang perlu meningkatkan kejelasan

mekanisme pemeriksaan laporan keuangan

2. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas

publik adalah melakukan peningkatakan kinerja pengelolaan keuangan

daerah dengan cara :

a.

SKPD di Kota Padang harus melaksanakan program dan kegiatan yang
dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat

SKPD di Kota Padang perlu mencapai output penggunaan anggaran
publik dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

SKPD di Kota Padang harus perlu memanfaatkan berbagai informasi

untuk menunjang keberhasilan anggaran berbasis kinerja
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